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ABSTRACT  

The purpose of this study was to examine the effect of job insecurity and organizational citizenship behavior 
on the intention to become whistleblowing. To obtain sufficient statistical results, this research uses 48 

respondents who have knowledge of cases of sexual harassment that occurred in the organization where they 
work. In accordance with the sampling technique used in this research, the researchers looked for prospective 
respondents based on the recommendations and suggestions given by previous respondents. When it reaches 
the 48th respondent, the respondent does not have other references regarding prospective respondents who 
meet the criteria of this research. To examine the relationship between constructs and the potential 
differences in perceptions that exist, the researchers used a path analysis technique assisted by the Smart 
PLS version 3. The results showed that the constructs of job insecurity and organizational citizenship 

behavior had a significant impact in shaping intentions to become whistleblowers in cases of sexual 
harassment in Indonesia. organization where they work. However, there are differences in perception 
between male and female workers in reporting these acts of sexual harassment. 
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1. PENDAHULUAN 

Bukanlah hal yang tabu lagi jika saat ini sudah banyak wanita yang memutuskan untuk 

memiliki pekerjaan dan merencanakan karir dalam suatu organisasi bisnis. Saat ini, dapat 

dikatakan bahwa wanita telah memiliki kesempatan yang sama dengan pria untuk dapat 

mengaktualisasikan dirinya melalui jalur karir profesional di perusahaan (Andric, 2015). 

Dengan demikian, bukan hal yang aneh lagi ketika saat ini semakin banyak wanita pekerja yang 
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mulai masuk dan mengambil alih secara dominan peran pria sebagai breadwinner dalam 

keluarga (Blom & Hewitt, 2019). Kenyataan tersebut saat ini bukan lagi menjadi persoalan yang 

serius dalam keluarga muda yang modern selama hal tersebut disepakati bersama antara 

anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Namun demikian, dalam budaya masyarakat 

Indonesia yang didominasi oleh budaya patriarki, tampaknya hal di atas masih menjadi 

ganjalan meskipun bukan sesuatu yang sangat serius (Kramer & Kramer, 2016). Dalam budaya 

Patriarki, pria selalu ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kewajiban utama dalam mencari 

nafkah secara turun-temurun. 

Sangat disayangkan seiring dengan bertambah banyaknya pekerja wanita yang aktif 

dalam dunia industri, semakin banyak pula kasus – kasus pelecehan seksual yang terjadi di 

tempat kerja. Berdasarkan informasi yang diambil dari situs www.cnnindonesia.com , jumlah 

kekerasan seksual pada tahun 2021 mencapai 8.800 kasus yang terjadi di sekolah, perguruan 

tinggi, pesantren, dan tempat kerja. Namun demikian, tidak semua kasus tersebut dapat 

terselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena meskipun semua orang paham bahwa tindakan 

pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan, namun tidak banyak yang berani untuk menjadi 

whistleblower melaporkan kasus tersebut. 

Salah satu bentuk tindakan yang melanggar hukum dan tidak bermoral adalah adanya 

pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja. Pelecehan dapat dipahami sebagai sebagai 

suatu perilaku yang tidak diinginkan oleh individu lainnya yang dapat berbentuk pelecehan 

gestural, verbal, dan fisik (Webber et al., 2012). Lebih jauh lagi terdapat riset sebelumnya 

menunjukkan sekitar 40.000 wanita di Thailand yang mendapatkan pelecehan seksual dan 

kekerasan fisik di tempat kerja (Phaiyarom & Chuemchit, 2020). Jika mengacu pada tinjauan 

teoritis awal, Fritzgerald et al. (1995) mengemukakan bahwa pelecehan seksual dibedakan 

menjadi tiga kategori dalam kuesioner riset, yaitu gender harassment yang dipahami sebagai 

perilaku ofensif dan menyerang; unwanted sexual attention yang dipahami sebagai ajakan 

berkencan yang berulang – ulang, dan sentuhan fisik yang tidak diinginkan; serta sexual coercion 

yang dipahami sebagai pemaksaan aktivitas seksual.  

 
 

2. LANDASAN TEORI 

Sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh peneliti terdahulu, McLaughlin et al. (2012) 

mengungkapkan bahwa pelecehan merupakan suatu tindakan diskriminatif berdasarkan gender 

yang bertentangan dengan ide persamaan perlakuan antara pria dan wanita. Sebuah riset yang 

dilakukan oleh Hutagalung & Ishak (2012) menunjukkan bahwa meskipun hukum telah dibuat 

dan dioptimalkan agar para pelaku pelecehan di lingkungan kerja mendapatkan hukuman, 

ternyata tidak banyak korban bersedia untuk melaporkan hal tersebut. Oleh karena itu, para 
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pengambil keputusan hendaknya sangat memperhatikan hal ini karena korban pelecehan dapat 

mengalami sakit fisik, berkurangnya komitmen untuk bekerja, tingginya tingkat absensi, 

menurunnya kualitas hasil pekerjaan, dan berujung pada pemberhentian kerja (William, 2012). 

Ada berbagai pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya ada keinginan dari para 

korban pelecehan untuk melaporkan hal tersebut kepada atasannya, namun hanya sedikit yang 

merealisasikannya. Berdasarkan tinjauan teoretis, whistleblower adalah tindakan mengungkap 

sesuatu yang tidak sesuai hukum, tidak bermoral, dan tindakan – tindakan yang tidak sah yang 

dilakukan oleh anggota organisasi itu sendiri (Miceli et al, 1991). Dari pendapat peneliti 

terdahulu kita dapat memahami bahwa suatu tindakan yang tidak sesuai hukum dapat 

dilaporkan oleh anggota organisasi itu sendiri. Lebih dari itu, Khan et al. (2022) 

mengungkapkan bahwa whistleblower merupakan alat yang sangat penting untuk mencegah dan 

membuka aktivitas – aktivitas korporasi yang tidak sesuai dengan hukum, baik yang berada 

pada sektor swasta maupun sektor publik. 

Penelitian perdana yang mengungkap mengenai kasus – kasus whistleblowing dalam 

usaha korporasi dilakukan oleh Near & Miceli (1985) dan kemudian dikonfirmasi kembali oleh 

Near & Miceli (2016) mengenai definisi whistleblowing sebagai tindakan yang melibatkan empat 

aspek, yaitu  whistleblower sebagai pihak yang mengetahui adanya kegiatan yang menyalahi 

hukum dan peraturan namun tidak memiliki otoritas untuk melakukan perubahan.  

Aspek kedua adalah whistleblowing act  sebagai tindakan nyata dalam mengungkap 

praktik dan tindakan ilegal, tidak bermoral, dan tidak sah kepada pihak yang memiliki otoritas 

atau pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, aspek ketiga adalah 

complaint receiver sebagai pihak ketiga yang berada di luar organisasi yang menerima laporan 

adanya tindakan yang ilegal, tidak sah, dan tidak bermoral tersebut. Aspek keempat adalah the 

organization yang merupakan organisasi baik swasta maupun publik yang menjadi target 

whistleblowing yang harus mengungkap kebenaran atas laporan whistleblower tersebut. 

Mengenai posisi whistleblower, Culliberg & Mihelic (2016) berpandangan bahwa 

seseorang harus benar – benar mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan untuk 

melaporkan adanya tindakan yang melawan hukum, yaitu posisi dan pangkat yang dimiliki 

oleh si pelaku, kurangnya dukungan dari rekan kerja, dan adanya ketakutan akan hilangnya 

rasa dihormati dalam organisasi. Sejalan dengan paparan tersebut, Dasgupta & Kesharwani 

(2010); Gao et al., (2015); dan Wainberg & Perreault (2016) membuktikan bahwa banyak calon 

whistleblower memilih untuk diam dan tidak melanjutkan pelaporannya. Lebih jauh lagi 

seseorang menjadi takut untuk menjadi whistleblower karena adanya ancaman balas dendam 

yang dipersepsikan (perceived threat of retaliation). 

Mengacu pada riset yang dilakukan oleh He et al. (2021), pekerja pria dan wanita 

mungkin merasa takut dan khawatir untuk menyampaikan suatu informasi yang berpotensi 

dapat menimbulkan pembalasan yang berupa potensi dipecat, diperlakukan secara tidak adil, 

atau mendapatkan intimidasi bahkan pelecehan dalam bentuk lainnya dari rekan kerja. Hal 
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tersebut pernah diungkapkan sebelumnya oleh Latan et al.(2016) yang mana  pekerja yang 

berniat untuk melaporkan tindakan yang keliru justru mendapatkan ancaman pemecatan, 

bahkan pembalasan yang lebih besar. Meskipun demikian, pekerja akan memiliki keberanian 

untuk melaporkan tindakan yang salah apabila mendapatkan dukungan dari organisasinya, 

penghargaan finansial, dan adanya budaya organisasi yang bersih (Andon et al., 2016). 

Selain hal di atas, ada pula faktor yang diprediksi menjadi penghalang bagi para korban 

pelecehan di lingkungan kerja untuk melaporkan hal tersebut, yaitu tingginya persepsi atas job 

insecurity yang akan dihadapi. Job insecurity dapat dimengerti sebagai ekspektasi dari seorang 

pekerja akan keberlanjutan pekerjaannya, terlebih pada saat kondisi – kondisi tertentu yang 

menyebabkan suatu organisasi harus melakukan perampingan struktur organisasi (Soelton et 

al., 2019).  

Definisi lainnya mengenai job insecurity dikemukakan oleh DeCanio (2016) dimana 

sesuatu yang dapat mengancam posisi pekerjaan dari individu tersebut, terutama karena adanya 

faktor pengganti yang lebih dapat menerima suatu kondisi dan bekerja sama untuk memaklumi 

kejadian ilegal di lokasi kerja. Pemahaman tersebut lebih diperjelas lagi oleh Zhang (2019) 

dengan menyebutkan bahwa semakin banyaknya jumlah pekerja yang memiliki kompetensi 

yang lebih baik maka individu merasa terancam bahwa suatu saat nanti dirinya dapat 

digantikan oleh pekerja lainnya. 

Dalam dunia kerja, job insecurity adalah hal yang umum terjadi bahkan menurut Tamir 

et al. (2017) perasaan job insecurity dapat memberikan tekanan psikologis tertentu pada pekerja 

yang berujung pada stres negatif. Selain itu, Van der Elst et al. (2016) sebelumnya melalui 

risetnya telah menunjukkan bukti empiris bahwa para pekerja enggan untuk menjadi 

whistleblowing karena adanya perasaan job insecurity  yang tinggi. Para pekerja tersebut 

mengalami kekhawatiran berlebih apabila melaporkan kejadian – kejadian yang ilegal termasuk 

pelecehan seksual di tempat kerjanya maka pekerjaannya akan digantikan oleh pekerja lainnya. 

Beberapa hasil riset yang membuktikan hal ini juga ditunjukkan oleh Shin et al. (2019), De Witte 

et al. (2016), Shoss (2017), dan Sverke et al. (2019). 

Prediktor kedua yang akan dianalisis dalam riset ini adalah Organizational Citizenship 

Behavioral atau lebih mudah dikenal dengan istilah perilaku kewargaan organisasi. Perilaku ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Organ (1988) dimana perilaku tersebut merupakan perilaku 

individu yang berdasarkan kesukarelaannya dan tidak dikarenakan motif ekonomi mendorong 

organisasi untuk berjalan secara efisien dan efektif. Inti dari perilaku ini adalah adanya 

kesukarelaan individu dan kontribusi positif kepada organisasi.  

Secara konseptual, perilaku kewargaan organisasi terdiri atas beberapa sikap dasar 

individual, yaitu altruism yang merupakan sikap menyukai bekerja secara bersama – sama dan 

kesediaan membantu individu lainnya (Erturk, 2016); concientiousness yang merupakan 
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kesediaan pekerja untuk bekerja secara lebih dari yang dituntut oleh organisasi (Ozsoy & Beduk, 

2015); courtesy yang merupakan sikap enggan untuk menimbulkan masalah dalam lingkungan 

kerja; dan civic virtue yang merupakan sikap kesukarelaan pekerja untuk terlibat dalam 

pembentukan keputusan yang menyangkut keberlangsungan organisasi (Ozdemir, 2013). 

Seorang pekerja dengan perilaku kewargaan organisasi yang tinggi cenderung akan 

memberikan totalitas kerja yang tinggi juga untuk keberlangsungan dan kejayaan organisasi 

tempat dia bekerja. Pekerja tersebut akan secara sukarela untuk melakukan lebih dari deskripsi 

pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, tidak terdapat penalti atau hukuman dari 

organisasi apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan tambahan tersebut. Berbagai riset 

terdahulu menunjukkan adanya faktor organisasional, faktor karakter pekerjaan, faktor karakter 

pemimpin, dan faktor karakter individu dalam membentuk perilaku kewargaan organisasi 

(Erturk, 2016).  

Secara spesifik Seckin & Karasoy (2012) dan Sehgal (2014) menunjukkan adanya 

dampak signifikan antara pekerja yang memiliki perilaku kewargaan organisasi (OCB) dengan 

keinginan menjadi whistleblower di tempat kerjanya. Semakin tinggi tingkat OCB, semakin tinggi 

pula intensi untuk melakukan whistleblowing. Namun demikian, hal berbeda terungkap melalui 

riset yang dilakukan oleh Toker (2013) dan Yilmaz et al. (2015) yang justru menunjukkan bahwa 

meskipun perilaku kewargaan organisasi tinggi, pekerja enggan untuk melaporkan kasus – kasus 

spesifik, seperti pelecehan seksual di tempat kerja. 

Berdasarkan pemaparan konseptual di atas, riset ini akan mengajukan beberapa 

hipotesis yang akan dikonfirmasi kembali, yaitu sebagai berikut. 

H1: Job insecurity  memberikan dampak yang signifikan terhadap intensi melakukan  

 whistleblowing. 

H2: Organizational citizenship behavior memberikan dampak yang signifikan terhadap  

intensi melakukan whistleblowing. 

H3: Terdapat perbedaan intensi melakukan whistleblowing antara pekerja pria dan wanita  

  berbasis pada tingkat job insecurity. 

H4: Terdapat perbedaan intensi melakukan whistleblowing antara pekerja pria dan wanita  

berdasarkan tingkat perilaku kewargaan organisasionalnya. 

 

3. METODE PENELITIAN  

Pengambilan sampel untuk penelitian ini menggunakan teknik snowbal sampling, yaitu pekerja 

pria dan wanita yang memiliki informasi dan pengetahuan mengenai adanya suatu tindakan 

pelecehan seksual di lingkungan kerjanya. Masa kerja minimal 5 tahun dalam organisasi yang 

sama tanpa putus. Total responden yang digunakan adalah sebanyak 48 sampel. Sesuai dengan 
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teknik penyampelan yang digunakan dalam riset ini, peneliti mencari calon responden 

berdasarkan rekomendasi dan saran yang diberikan oleh responden sebelumnya. Ketika telah 

mencapai responden yang ke 48, responden tersebut tidak memiliki referensi lain mengenai 

calon responden yang sesuai dengan kriteria riset ini. Kuesioner disusun menggunakan program 

Google Form, kemudian link diberikan langsung kepada respoden melalui aplikasi Whatsapp 

Messanger. Namun demikian, untuk menjadi privasi dan kenyamanan masing – masing pihak, 

peneliti melakukan konfirmasi terlebih dahulu mengenai kesediannya menjadi responden. 

Selain itu, peneliti juga telah memastikan bahwa yang bersangkutan eligible untuk diikutkan 

dalam penelitian ini melalui pertanyaan konfirmasi mengenai pengalaman atau informasi yang 

dimiliki oleh masing – masing responden atas adanya suatu tindakan pelecehan seksual di 

lingkungan kerjanya.  

Setelah data diperoleh, peneliti akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas 

secara bersama – sama dengan menggunakan program Smart PLS. Parameter yang digunakan 

untuk mengukur validitas suatu indikator adalah > 0,5 untuk outer loading, sedangkan untuk 

mengukur reliabilitasnya riset ini menggunakan acuan nilai composite reliability  dan Cronbach’s 

Alpha masing – masing > 0,5. Selain itu, nilai t-statistic pada average variance extra 

diekspektasikan > 1,96. 

Setelah dipastikan bahwa seluruh indikator telah valid dan reliabel, riset dilanjutkan 

dengan melakukan path analysis untuk masing – masing hipotesis yang diajukan.  Derajat 

signifikansi yang digunakan dalam riset ini adalah 0,10 single tailed pada nilai p-value. 

 

 

4. HASIL DAN DISKUSI 

Pengujian validitas dan reliabilitas merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan pada penelitian 

kuantitatif. Dengan menggunakan parameter yang telah ditentukan sebelumnya, berikut adalah 

hasil validitas dan reliabilitas yang disusun dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1. Hasil Outer Loading 

Indikator Org Citizenship B Job Insecurity Whistleblowing Intention 

ocb1 0.943   
ocb2 0.980   
ocb3 0.880   
ocb4 0.841   
ins1  0.715  
ins2  0.841  
ins4  0.526  
int2   0.873 
int3   0.860 
int4     0.846 
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 Sumber: Data yang diolah 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Konstruk Cronbach's Alpha 

Composite 

Reliability 

AVE T- 

Statistic 

Org. Citizenship Behavior 0.942 0.952 4.773 

Job Insecurity 0.538 0.743 7.357 

Whistleblowing Intention 0.825 0.895 11.399 

 Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, peneliti memutuskan untuk tidak menggunakan indikator 

ins3 dan int1 karena nilai outer loading yang terlalu kecil. Selanjutnya, masing – masing konstruk 

memiliki tingkat reliabilitas yang memenuhi ketentuan, yaitu > 0,5, baik untuk Cronbach’s Alpha, 

dan composite reliability. Riset ini menggunakan 48 responden yang terdiri atas 18 pekerja pria 

dan 30 pekerja wanita. Semua responden memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dalam 

organisasi yang sama. Dilihat dari jabatan yang dimiliki, sebanyak 12 pekerja menempati posisi 

supervisor, sedangkan sisanya masih menempati posisi entry level. 

Selanjutnya, berikut kami tampilkan hasil path analysis menggunakan porgram Smart 

PLS versi 3 untuk menguji masing – masing hipotesis. Tabel 3 dan Gambar 1 di bawah akan 

menunjukkan tingkat signifikansi hubungan dengan menggunakan derajat signifikansi 0,10 

pada single tailed. Selain itu, Gambar 1 akan menunjukkan model riset yang telah diuji dalam 

penelitian ini. 

Tabel 3. Hasil Path Analysis 

Hubungan antar Konstruk  T Statistic  P Value Status Hipotesis 

Org. Citizenship Behavior --> 
Whistleblowing Intention 

             
1.431  0.076 * Terdukung 

Job Insecurity --> Whistleblowing Intention 

             

1.320  0.094  * Terdukung 
Gender --> Whistleblowing Intention 
(moderation) 

             
1.461  0.074  

Moderation Effect 1 (Job Insecurity * Gender) 
             

1.355  0.088 * Terdukung 
Moderation Effect 2 (Org. Citizenship 
Behavior * Gender)  0.631  0.264  * 

Tidak 
Terdukung 

Sumber: Data yang diolah 

 

Berdasarkan Tabel 3 sebelumnya, dari 4 hipotesis yang diajukan hanya 1 hipotesis yang 

tidak terdukung, yaitu tidak ditemukannya perbedaan intensi untuk melakukan whistleblowing 

antara pekerja pria dan wanita berdasarkan tingkat perilaku kewargaan organisasionalnya. 

Selain itu, riset ini berhasil mengkonfirmasi kembali bahwa job insecurity dan organizational 

citizenship behavior masing – masing memiliki dampak yang signifikan terhadap intensi untuk 
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melakukan whistleblowing. Dari riset ini pulalah peneliti berhasil membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan intensi untuk melakukan whistleblowing antara pekerja pria dan wanita berdasarkan 

tingkat job insecurity.  

Riset ini mendukung hasil penelitian He et al. (2021) yang telah membuktikan bahwa  

pekerja pria dan wanita mungkin merasa takut dan khawatir untuk menyampaikan suatu 

informasi yang berpotensi dapat menimbulkan pembalasan berupa potensi untuk dipecat, 

diperlakukan secara tidak adil, atau mendapatkan intimidasi bahkan pelecehan dalam bentuk 

lainnya dari rekan kerja. Namun secara detil, pekerja pria memiliki tingkat job insecurity  yang 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan pekerja wanita (peran gender memoderasi job insecurity 

terdukung secara signifikan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Riset 

 

Tabel 4. Butir Kuesioner Job Insecurity 

No Indikator (Job Insecurity)  Pria Wanita 

1 
Saya tidak akan melaporkan tindakan pelecehan seksual karena takut dipecat 

(reverse) 
3,54 2,01 

2 
Saya tidak akan melaporkan tindakan pelecehan seksual karena pelakunya 

adalah teman atasan saya (reverse) 
3,54 2,24 

4 
Saya tidak akan melaporkan tindakan pelecehan seksual karena khawatir 
tidak mendapatkan promosi(reverse) 

3,6 2,4 



 
Jurnal Manajemen Vol. 19 No. 2 November 2022 

 

122 
 

Sumber: Data yang diolah 

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata – rata pekerja pria enggan untuk melaporkan tindakan 

pelecehaan seksual di tempat kerjanya karena khawatir terhadap ancaman pemecatan. Selain 

itu, keengganan dalam melakukan pelaporan atas tindakan pelecehan seksual adalah adanya 

rasa sungkan apabila yang melakukan tindakan tersebut adalah teman dari atasan karyawan. 

Berbeda dengan persepsi pekerja pria, pekerja wanita justru lebih memiliki keberaninan untuk 

melaporkan tindakan pelecehan seksual meskipun ada kemungkinan bahwa pelaku adalah 

teman dari atasan bahkan tidak ragu meskipun tidak mendapatkan promosi (kategori tidak 

setuju). Hal ini bertolak belakang dengan hasil riset yang dilakukan oleh Latan et al.(2016) yang 

mana  pekerja yang berniat untuk melaporkan tindakan yang keliru justru mendapatkan 

ancaman pemecatan, bahkan ada tindakan pembalasan dari yang dilaporkan. 

Selanjutnya, perbedaan persepsi juga terjadi antara pekerja pria dan wanita untuk 

melaporkan adanya tindakan pelecehan seksual yang dilandasi oleh semangat kewargaan 

organisasi yang dimilikinya. Berdasarkan riset ini, pekerja pria cenderung enggan untuk 

melaporkan tindakan pelecehan seksual karena lebih kepada sikap profesional dan beranggapan 

bahwa melaporkan segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya bukanlah 

tindakan profesional. Hal tersebut tercermin dalam Tabel 5 di bawah ini yang menempatkan 

persepsi pekerja pria pada kategori tidak sangat tidak setuju atas pernyataan kuesioner. 

 

Tabel 5. Butir Kuesioner Organization Citizenship Behavior 

No Indikator (OCB) Pria Wanita 

1 
Saya akan melaporkan kasus pelecehan seksual meskipun tidak 
mendapatkan bonus 

1,44 3,43 

2 Saya harus menjaga nama baik organisasi apapun resikonya 1,55 3,36 

3 
Saya berusaha agar organisasi saya terbebas dari praktik pelecehan 
seksual 

1,61 3,46 

4 
Saya akan mengajak rekan kerja untuk menjaga nama baik organisasi 
dari praktik pelecehan seksual 

1,56 3,46 

Sumber: Data yang diolah 

 
Hal yang bertolak belakang diberikan oleh para pekerja wanita yang memandang perlu 

untuk melaporkan berbagai bentuk kasus pelecehan seksual meskipun tidak ada penghargaan 

dari organisasi untuk mereka. Selain itu, para pekerja wanita memiliki dorongan tersebut karena 

merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik organisasinya. Nama baik 

organisasi bagi para pekerja wanita merupakan representasi bagi nama baik pribadinya sendiri. 

Untuk itu, mereka sebagai bagian dari organisasi tersebut wajib untuk menjaga kehormatan 

nama lembaga. 
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5. SIMPULAN 

Pelecehan seksual adalah tindakan yang sangat tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. 

Namun demikian, tindakan melaporkan kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam organisasi 

tempatnya bekerja membutuhkan upaya dan keberanian yang lebih. Riset ini berhasil 

membuktikan bahwa job insecurity dan organizational citizenship behavior memiliki peran yang 

signifikan untuk membentuk niat menjadi whistleblowing atas kasus pelecehan seksual. Selain 

itu, melalui riset ini pula kita dapat memahami adanya perbedaan niat menjadi whistleblowing 

antara pekerja pria dan wanita. 

Namun demikian, ada keterbatasan dalam riset ini yang diasumsikan dapat 

memberikan hasil riset yang berbeda, yaitu jumlah sampel yang digunakan serta perlu 

dilakukannya pengembangan skala pengukuran yang lebih baik lagi. Untuk itu, tim riset 

berharap penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden yang lebih banyak lagi yang 

bersumber dari beragam organisasi agar mendapatkan pembuktian yang lebih komprehensif. 
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